BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah dilakukan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan bahwa :

1. Sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan diatur didalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 melalui berbagai sarana
penegakan hukum mulai dari sarana penegakan hukum
administratif yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2), sarana
penegakan hukum tanggung jawab dan ganti rugi pada Pasal 80
ayat (1), serta sarana penegakan hukum pidana 78 ayat (3) dan
(4). Peraturan yang dibuat tersebut sebenarnya sudah memadai
akan tetapi penegakan hukum oleh dinas/aparat penegak
hukumnya belum berjalan secara optimal dan komprehensif.

2. Perbuatan merusak hutan dengan cara membakar hutan didalam
Islam adalah sesuatu yang dilarang. Perbuatan tersebut
termasuk dalam kategori tindak pidana (jarimah) yang dikenai
sanksi hukuman bagi pelakunya vyaitu jarimah ta’zir karena

perbuatan membakar hutan meskipun tidak secara eksplisit
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diatur didalam Al-Qur’an maupun Hadis akan tetapi perbuatan
tersebut jelas dilarang oleh syara’. Mengenai bentuk hukuman
sepenuhnya adalah kewenangan penguasa (ulilamri). Hakim
diberikan kewenangan dalam memvonis ataupun menentukan
jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku pembakaran
hutan. Hakim juga dapat berpegang pada prinsip kemaslahatan
umat.
B. Saran-saran

1. Keberadaan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan telah mengatur secara baik dan jelas mengenai jenis-
jenis tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan dan
pelanggaran di dalam hal kehutanan, namun menurut penulis
perlunya penyempurnaan, dikenakan Undang-Undang ini salah
satunya belum mengatur secara detail perihal tindak pidana
pembakaran hutan khususnya kriteria dalam pemberian sanksi.
Memperbaiki kembali kinerja aparat penegak hukum karena
mereka adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan negara.

2. Memberikan sanksi yang berat (hukuman mati/penjara seumur
hidup) bagi pelaku pembakaran hutan. Maksud dan tujuan dari

pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang



76

melanggar hukum dibidang kehutanan ini adalah agar dapat
menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang
kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada
pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan
tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam
bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan hukum
karena sanksi pidananya yang cukup berat.

. Ditumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat bahwa
lingkungan hidup secara umum dalam keberadaan hutan secara
khusus harus senantiasa dilindungi dan dijaga secara
berkesinambungan dengan tidak melakukan hal-hal yang
mengarah pada perusakan supaya kelangsungan hidup dan
kesejahteraan masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat
indonesia pada khususnya generasi sekarang maupun masa
depan dapat terjamin.

. Masalah pembakaran hutan (perusakan lingkungan) dalam
hukum Islam harus terus digali dan di kembangkan
keberadaannya. Karena agama, tertutama agama Islam memiliki
peran penting dalam menuntut perilaku masyarakat. Dengan

ajaran-ajaran yang di yakini oleh pemeluknya sebagai way of
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life diharapkan dapat mencegah perusakan lingkungan hidup

khususnya di bidang kehutanan.
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